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PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALA VA 
NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG 

ANGGAFtAN P!NOAPATAN DAN BI!LANJA OAEMH KABUPAif:N iASIKMALAVA 
TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALA VA, 

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

Menglngat 

2004 tenting Pemerlntahan Daerah, Kepala Oaerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang dlajukan sebagalmana dlmaksud dalam 
hurut 8, merupakan perwujudan dari Reneana Ke~a Pemerintah Oaerah 
Tahun 2010 yang dijabarkan dalam Kebljakan Umum Anggaran Priorltas 
Platon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD pada tanggal31 Desember 2009: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a 
dan b dlatas; perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Oaerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ; 

1. Undang-Undang · Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalsm Llngkungan Proplnsl Jawa Barat (Berlta Negara Tahun 1950), 
sebagalmana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomar 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
UndangaUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan OaerahaOserah 
Kabupaten Dalam ling kung an Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republlk 
IndOnesia NOMOi' 2851): 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negsra Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3262) sebagalmana 
telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomar 16 T ahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 ten tang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 
Undang-Ul'Idang (l~i'I'IMran Negara R~pUblik lr'ldOl'l~ia T ahlir'l 2009 NOriiOr 62, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diu bah 
dengan Undang-undang Nomor 12 T ahun 1994 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 1994 Nomor 62 T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569) ; 



, f 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan eangunan (I..mbaran Negara R.publlk Indontll. Tahun 1997 Nomor 
44. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3688), sebagllmana 
telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang·Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
NOMOr 3988) : 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bel1ih dan Bebas dar! Korupsi. Kolusl dan NepoUsme (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 1~. Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43~5) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
PI",ndang-unclangan (Llmbaran Negara R.publlk Indon"la Tahun 2004 Nomor 
a3. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomer 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemertksaan Pengelolaan dan 
TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400) ; 

10. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4421) ; 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone$ia Nomor 4437) $ebagaimana telah 
beberapakall dlubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 443S) i 

13. Undang-Undang Nomor 27 T ahun 2009 ten tang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Dewan Perwakllan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ; 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Le~baran Negara Republik Indonesia Nomer 5049) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indone$ia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapakall dlubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomar 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tent80g Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara 
Reput>lik Indonesia NOi'I'IOf 4712) : 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloleen 
Key.ni.n SId.n Lay.n.n Umum (L,mbaran Negl,.. R.publlk Indon,,'. T.hun 
200e Nomor 48, Tambahan Lembaran Nagara ~epub"k Indonesia Nomor 4e(2) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2005 tentang Standar Akuntanal 
Pemerintahan (Lambaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4503) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4575) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem In10nnasl 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan I.tmbaran Negara Republlk Indonnl. Nomor 4576) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun ·2005 tentang Hlbah kepada 
Daerah(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4577} ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Dltrah (L8mbaran Negara Republik Indonetia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4~78) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4585) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagalmana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2008 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kfne~a Instansl Pemerfntah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor4614) ; 

27. Peraturan ·Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) ; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembar!n Negar! Republik Indonesia Nomor 4738) ; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indon8$ia Tahun 2007 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4141); 



30. Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 2O()g ten tang Bantuan Keuangan Kepada 
Panal PQIIUk (~.mb.ran Neg.ra Rtpubllk Indon"l. T.hun 2009 Nomor 18 
Tambahan Lembaran Nagara Republlk Indonesia Nomor 4972); 

31 . Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomln 
PengeloIlln . Keulngln Daerah, sebagllmll'll tellh dlublh dengln Peraturln 
Menter! Dalam Nager! Nomor 59 Tahun 2007 ten tang Perubahan Atas Pereturen 
Menter! Dalam Nageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengek>laan 
Keuangan Dael'!h : 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompekan 
Kemampuan Keuangan Oaerah, Penganggaran dan Pertanggungjaw.ban 
Penggunaan BalanJa PenunJang Operaslonal Plmplnan OPRO sorta 'fata Cara 
Pengambllan TunJangan Komunlkasi Insontif dan dana Operasional : 

33. Peraturan Menter! Oalam Nager! Nomor 24 Tahun 2009 tenting Pedoman Tata 
cara Perhltungan Penganggaran Dalam APBD, PengaJuan, Penyaluran dan 
Laperan PertanggungJawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partal Polltlk ; 

34. Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010; 

35. Peraturan Oaerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Oaerah Kabupaten Tasikmalaya; 

36. Petatutari Oaetali Kabupateri Tasikliialaya Nemer 9 Taliuri 2007 terit8rig 
Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Kabupaten Taslkmalaya pada PT. 
Bank Pembangunan Jawa Barat ; 

37. Peraturan Oaerah Kabupaten Taslkmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Kabupaten Taslkmalaya pads PO BPR 
Kabupaten Tasikmalaya; 

38. Peraturan Oaerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten T asikmalaya pada PDAM 
Tirta Sukapura Kabupaten Taslkmalaya ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomer 12 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PDUP 
Kabupaten faslkmalaya ; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Pokok­
pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten T asikmalaya Nornor 8 T ahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Oaerah Kabupaten Tasikmalaya ; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 14 Tahun 2008 ten tang 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya; 

43. Peraturan Oaerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas 
Oaerah Kabupaten Tasikmalaya; 

44. Peraturan Oaerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknls Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan 
Perijinan T erpadu Kabupaten T asikmalaya ; 

45. Peraturan Daerah . Kabupaten Tasikmalaya Nomer 17 Tahun 2008 tentang 
Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Danan 
CadangCll untuk Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Rumah Dinas Bupati pada Kawasan Pusat Pemerintahan 
Kabupaten T asikmalaya ; 



Dengan PersetuJuan Bersama 

DewAN P!"WAKILAN RAKYAT DAI!~H KABUPATEN TASIKMALAYA 
dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN CAERAH iENiANG ANGGARAN PENCAPATAN CAN BELANJA 
OAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010. 

Paaal1 

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oaerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 sebagal 
bertkut: 
1. Pendapat.n O •• rah 
2. BelanJa Oaerah 

3. PeMblayaan Oaeral'l : 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
b. Pengeluaran Pembiayaan Oaerah 

Rp. 1.039.616.063.527,50 
RD. 1.181.368.302.539.50 

Surplus/(Oefisit) Rp. (141.752.239.012,00) 

Rp. 144.752.239.012,00 
RD. 3.000·000·000.00 

Pembiayaan Netto Ro. 141.752.239.012.00 
Sisa Leblh Pemblayaan Anggaran Tahun Ber1<enaan Rp . . 

Pa.al2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdirt dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah·. Rp. 76.874.830.734,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 935.424.939.928,50 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 27.316.292.865,00 

(2) Pendapatan Mii Daeral'l $9bagaiMana diMakSud pada ayat (1) hliNf a ~i'dii'i dan jeniS PeMapatan : 
a. Pajak Oaerah sejumlah Rp. 13.n6.282.ooo,00 
b. Retrlbusi Daerah sejumlah Rp. 14.916.203.870,00 
c. Hasll Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang dipisahkan 

selumfah Rp 11.108.473.104,00 
d. Lain-fain Pendapatan Asli Oaerah yang Sah seJumlah Rp. 37.073.871.760,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Dana Sagi Halil sejumlah Rp. 69.361.727.928,50 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 805.511.112.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 60.545.500.000,00 

(4) Lain-fain Pendapatan Oaerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM C lardlri dari 
Janis Pendapatan : . 
i. Hif>8lisejul'r'llat'l Rp. 151.324.255,00 
b. Dana Darurat sejum/ah Rp. 0,00 
c. Dana Bag! HasH Pajak sejumlah Rp. 27.164.968.610,00 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00 
e. Bantuan Keuangan dart Propinsi atau dali Pemerintah 

Daerah Lainnya sejumlah Rp. 0,00 



Pasal3 

(1) Belanja Oaerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal1 terdln dan: 
I. Belanjl T1dak Langlung I8jumlah Rp. 970.387.971.318,50 
b. Bellnjillngaung .. jumllh Rp. 210.980.331.221,00 

(2) Belan)a Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a tardln dan jenls belanJa : 
., Stlanja Pegawal Itjumlah Rp. n9.805,28e.411,OO 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 
c. Belanja Subsldl sejumlah Rp. 0,00 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 60.569.400.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 83.365.149.907,50 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 6.947.135.000,00 
g. Belsnjs Bantusi'! Keusngan sejUmlal'l Rp. 34.701.000.000,00 
h. Belanja Tidak Ten:Juga sejum/ah Rp. 5.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdln dan jenls belanja : 
a. Belanja pegawal sejumlah Rp. 21.738.332.000,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. .83.872.907.864,00 
c. Belanja Modal sejumlsh Rp. 105.369.091.357,00 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dan: 
I. Penerimaan sejumlah Rp. 144.752.239.012.00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000.00 

(2) Penenmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdlri dan jenis pemblayaan : 
a. Sisa Leblh Pemltungan Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SILPA) sejumlah 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 
c. HasH Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 
•. Ptnerimaan Kemball Pemberian Pinjaman 5ejumlah 
f. Penerimaan PIutang Oaerah sejumlah 

Rp. 134.752.239.012.00 
Rp. 10.000.000.000.00 

Rp. 0.00 
Rp. 0.00 
Rp. 0.00 
Rp. 0.00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b terdiri dari jenis pembiayaan : 
I. Pembentukan Dana Cldengan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 
b. Penyertaan Modal (/nvestasl) Pemerintah Daerah 

Itjumlah 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
d. Pembenan Pinjaman Daerah sejumlah 

Pasal5 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

2.000.000.000,00 
0,00 
0,00 

(1) Oalam keadaan darurat Pemerintah Oaerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
aturannya. yang salanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD. 

(2) Keadaan darurat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria 
sebagal berfkut 

a. Bukan merupakan kegiatan nonnal dari aktivitas Pemerintah Oaerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebefumnya; 

b. Tidak diharapkan te~adi secara berulang; 

c. Berada diluar kenda/i dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 

d. Memiliki dampak yang signifikan temadap anggaran dalm rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
keaclaan darurat. 



(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
d.pat mtnggunakin belanJa tldak terdug., 

(4) Dalam hal belanla Udak terduga tldak mencukupl dapat dllakukan dengan cara : 

a. Menggunakan dana dar! hall penjadwalan ulang capalan target kine~ a program dan kegiatan 
lalnnya dalam Tahun Anggaran be~alan ; dan/atau 

b. Memanfaatkan uang kaa yang tersedla dar! aellslh leblh reallsasl pendapatan atau sellslh leblh 
real/su' penertmaan pemblayaan sebagalmana yang dltetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APSD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 

(6) Kriterla belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud p,ada ayat (5) menoakup : 

a. Program dan keglatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun ~gg~ b$~al~ ; dan 

b. Keper1uan mendesak lalnnya yang apablla dltunda akan menlmbulkan keruglan yang leblh basar 
bagl Pemerlntah oaerah dan Masyarakat ; 

(7) PenJadwal," ulang pencapa/an terget k/ne~a program dan keg/a tan lalnnya dalam tahun aoggarsn 
berjalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) hurut a dlformulas/kan ter1eblhdahulu dalam 
OPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan 
*'tbih dahulu dalam RKA-SKPO, 

(9) oalam hala keadaan darurat te~adi setefah ditetapkannya APBD, Pemenntah oaerah dapat 
melaku)<an pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampalkan 
dalam laporan realisesl anggeran. 

Pasal6 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam lamplran yang merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, 
terdlri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lamplran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lamplran VII 

8. Lampiran VIII 

9, Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lempiran XIII 

Ringkasan APBD ; 

Ringkasan APSD menu rut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 

Rincian APSD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan ; 

Rekapltulasl BelanJa Menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organlsasl, Program 
dan Keglatan ; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan oaerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara ; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 

Daftar Piutang Daerah ; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 

oaftar Per1draan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; 

Daftar Kegiatan-kegiatan T ahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran in; ; 

Daftar Dana Cadangan Daerah ; 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 



, l 

PI.117 

Lamplran-lamp!ran eebagalmana dlmaklud pada Passl 5 Peraturan Daerah Inl merupakan bagllll yang ad. tltrpfsahfal1 dirt PeraU'In Ol8f'8h Inl ; 

P .. aIS 

Seblgil land ..... ~II pelaklanaan Peraturan Oaerah Inl, BupaU menetapk8n PerIItInn Bupatl 
""tilt; PtnJlbIrIn Anggnn Ptndlpttan dan BelanJI Oaerah Kebupan Tlllkmateya Tahun Mggnn 
2010 

Pall19 

Peraturwl Daerah ill mula! beriaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar settap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan 
Ptnempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Taslkmalaya. 

Ofundangkan dl Taslkmalaya 
pada ts1gga111 Pebruari 2010 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMAlAYA 

------~ft---~ 
~~----

H. ASee ACHMAQ QJAELANL 
NIP. 195402071983031 004 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASlKMALAYA 
TAHUN 2010 - HOMOR 1 

DIt8Iapkan dl T ........ 
pede t1ngg1111 Petxu.t 2010 
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